
DIPLOMASI INDONESIA 
DAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM





DIPLOMASI INDONESIA 
DAN PEMBANGUNAN 

KONEKTIVITAS MARITIM

Editor: Humphrey Wangke 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia 
Jakarta, 2018



Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim/
Humphrey Wangke (ed) —Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta: Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia, 2018.

 xii + 204 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-699-8

Judul:
Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim,

Humphrey Wangke (ed)

Copyrights © 2018
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan 

Pusat Penelitian Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018
YOI: 1587.36.141.2018

Desain sampul: Sigit

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia

T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488

E-mail: yayasan_obor@cbn. net. id
http: www.obor.or.id

Yayasan Pustaka Obor (FB)
pustakaobor_id (IG)



v

KATA PENGANTAR

Kata “maritim” dikenal kembali di Indonesia sejak kampanye 
presiden pada pemilihan umum 2014. Secara khusus, pasangan 
presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla (atau Jokowi-
JK) mengusung Poros Maritim Dunia. Konsep ini berawal dari sebuah 
gagasan politik atau election manifesto, kemudian dikembangkan 
menjadi kebijakan nasional yang strategis untuk membangun sektor 
maritim dikaitkan dengan beberapa aspek, terutama ekonomi, 
pembangunan, pariwisata, dan industri. 

 Dalam kurun waktu sekitar empat tahun sejak Kabinet 
Kerja dimulai pada 2014, Pemerintah Indonesia sedang berupaya 
merealisasikan visi Kelautan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia 
menjadi Poros Maritim Dunia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 16 Tahun 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia 
menetapkan tujuh pilar yang terdiri dari (1) pengelolaan sumber 
daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), (2) 
pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, 
(3) tata kelola dan kelembangaan laut, (4) ekonomi dan infrastruktur 
kelautan dan peningkatan kesejahteraan, (5) pengelolaan ruang laut 
dan perlindungan lingkungan laut, (6) budaya bahari, (7) diplomasi 
maritim. 

 Implementasi kebijakan kelautan nasional dalam arti 
kemajuan dan kekurangannya menjadi fokus kajian tim peneliti 
dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2018. 
Analisis mengenai konsep Poros Maritim Dunia dihubungkan dengan 
pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah timur Indonesia, 
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Konektivitas 
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maritim Indonesia dianalisis juga dalam konteks regional ASEAN, 
beserta tantangan dalam strategi diplomasi maritim Indonesia. Secara 
umum tim peneliti meninjau ulang pengembangan konsep Poros 
Maritim Dunia dalam konteks nasional, regional, dan internasional. 
Bagaimana kondisi maritim Indonesia di antara kontestasi kekuatan-
kekuatan besar, terutama di antara kontestasi Amerika Serikat (AS) 
dan Tiongkok (RRT)?

 Setiap tema kajian menganalisis elemen-elemen penting 
terkait perkembangan konsep maritim Indonesia, tantangan, dan 
kendala. Demikian juga berbagai peluang bagi Indonesia dalam 
mewujudkan kekuatan maritim Indonesia, baik sebagai hub maupun 
gate yang mampu mendukung dan melancarkan rute perdagangan 
(trade routes) dan jalur pelayaran (shipping lanes) dunia melalui 
perairan dan laut Indonesia. Dengan posisi strategis yang dimiliki 
Indonesia, yakni terletak di antara dua samudra besar – Hindia dan 
Pasifik, sudah waktunya Indonesia dapat menarik keuntungan yang 
optimal, termasuk dalam ikut mengatur tata kelola maritim dunia. 

 Meskipun visi nasional Kelautan Indonesia semakin jelas dan 
terarah, masih terdapat beberapa hal yang perlu diproyeksikan dalam 
upaya mempercepat realisasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. 
Pertama, istilah maritim dan laut perlu dipertegas pengertiannya agar 
kerancuan dapat dikurangi. Kedua, diperlukan perubahan paradigma 
(paradigm shift) dari land-based orientation menuju ocean-based 
orientation, orientasi baru ini akan menjadi basis dalam menentukan 
program pembangunan, termasuk menegaskan kembali aspek saling 
keterhubungan antara kepentingan nasional dalam membangun 
laut, darat, dan udara secara terintegrasi. Ketiga, penguatan lembaga 
penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). 
Pengintegrasian riset kelautan secara nasional untuk menghasilkan 
inovasi baru yang mampu mendukung optimalisasi sektor maritim 
Indonesia, sehingga berdampak positif bagi ekonomi dan perdagangan 
internasional.

Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc
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 Menjelang berakhirnya periode Pemerintahan Jokowi-JK 
pada 2019, hasil penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR 
RI menjadi tepat waktu sebagai bagian dari evaluasi kebijakan dan 
implementasinya di sektor maritim secara khusus dan kelautan 
nasional secara umum. Namun, dengan adanya beberapa kendala, 
seperti masalah komunikasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah, 
kapasitas birokrasi lokal, dan masalah politik anggaran, maka peneliti 
diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan untuk 
mengatasi berbagai kendala dimaksud. Apabila memungkinkan, 
tim peneliti dapat merumuskan peta jalan (road map), sehingga 
rekomendasi kebijakan dapat diaplikasikan secara praktis.

Semoga hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi 
perbaikan sektor maritim dan kelautan Indonesia, sehingga Indonesia 
dapat membuktikan diri sebagai bangsa bahari yang kuat dan mandiri. 
Hal ini akan sejalan dengan pernyataan ahli sejarah maritim Indonesia, 
A.B. Lapian yang memaknai archipelagic state bahwa “Indonesia 
merupakan negara laut yang besar dan luas dengan ribuan pulau di 
wilayah perairan dan lautnya”. 

Selamat kepada Tim Peneliti Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 12 Oktober 2018
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc

 

Kata Pengantar
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PROLOG

Humphrey Wangke

 Visi Presiden Joko Widodo tentang poros maritim dunia 
pada dasarnya melihat Indonesia secara geografis berlokasi di 
pusat Asia-Pasifik, sebagai pusat komersial maritim Indo-Pasifik. 
Dengan perspektif seperti itu, Presiden Joko Widodo secara resmi 
meluncurkan program lima tahun yang ambisius, yaitu meningkatkan 
6 pelabuhan internasional, membangun 24 pelabuhan komersial baru, 
dan meningkatkan lebih dari 1.000 pelabuhan komersial. Mega proyek 
ini membuka akses baru ke sumber daya ekonomi melalui penciptaan 
tol laut karena menghubungkan bagian terpencil nusantara ke 
perdagangan dunia. 

 Biaya mega proyek ini diperkirakan mencapai US$ 6-7 miliar. 
Biaya ini hanya salah satu bagian dari visi tol laut yang mencakup 
ratusan kapal baru, pembangunan kapal baru dan fasilitas perbaikan, 
jalan akses baru, pengembangan perikanan, dan pendidikan 
kelautan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
memperkirakan bahwa sampai tahun 2019 biaya yang dibutuhkan 
akan mencapai US$ 55 miliar. Sebagian dari biaya itu akan ditutup 
oleh pengurangan biaya logistik nasional yang diproyeksikan dari 23,5 
persen PDB menjadi 19,2 persen.

 Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang 
diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan 
industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut 
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serta fokus pada keamanan maritim. Untuk menjadi sebuah negara 
maritim, maka infrastrukur antarpulau dan sepanjang pantai di 
setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. 
Infrastruktur antarpulau ini harus benar-benar dapat direalisasikan 
untuk mempercepat transportasi antarpulau di Indonesia. 

 Tentunya bukan sekadar kelancaran mobilitas barang dan 
orang, tetapi juga dampak ekonomi bagi masyarakat luas sebagai 
bagian dari percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan 
antar-kawasan. Pembentukan poros maritim juga bukan hanya untuk 
menjawab masalah kebutuhan domestik dan regional, tetapi juga yang 
terpenting adalah menjawab tantangan global tentang pentingnya 
jalur perdagangan transnasional dan internasional yang melalui jalur 
laut. Potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara 
maritim pertama karena letak geografisnya. Indonesia berada di 
daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia, antara Samudra 
Pasifik dan Hindia, serta berada di Kawasan Asia Tenggara. Untuk dapat 
menjadi poros maritim dunia maka sistem pelabuhan di Indonesia 
harus dimodernisasi sesuai dengan standar intenasional sehingga 
pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti 
prosedur internasional.

 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tengah 
berupaya untuk dapat memanfaatkan posisi geostrategisnya sebagai 
poros maritim dunia. Letak geografis negara adalah salah satu unsur 
yang penting dari kekuatan negara di dunia internasional. Namun, 
posisi geostrategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia belum 
menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim 
adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk 
menyejahterakan rakyatnya. Saat ini Indonesia masih berada pada 
tahap berusaha untuk menjadi negara maritim. Negara kepulauan 
belum dapat dianggap sebagai negara maritim selama belum mampu 
memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya 

Humphrey Wangke
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ataupun kewenangannya. Lokasi menjadi salah satu unsur penunjang 
penting kekuatan negara di dunia internasional. Namun, lokasi 
geografis negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai unsur kekuatan 
negara tanpa ditunjang unsur kekuatan negara lainnya. 

 Salah satu penunjang penting kebijakan poros maritim dunia 
Indonesia adalah kemampuan diplomasi untuk membawa kepentingan 
nasional ke berbagai forum internasional agar dapat dipahami dan 
dipatuhi oleh negara dan pihak terkait lainnya. Kementerian Luar 
Negeri Indonesia menjadi motor utama diplomasi dengan terlibat aktif 
dalam berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral. Kebijakan 
luar negeri yang merupakan kepanjangan dari kebijakan domestik 
akan dapat menjadi kokoh dengan adanya dukungan kuat berupa 
implementasi yang berjalan baik di dalam negeri. 

 Kebijakan Indonesia tentang poros maritim dunia diikuti 
dengan pembangunan dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan utama 
yang diupayakan berstandar internasional dan kebijakan tol laut. 
Namun, pembangunan pelabuhan modern dan tol laut tidak serta 
merta menjadikan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia 
menjadi populer dan berjalan baik. Masih banyak kendala yang 
dihadapi di dalam negeri yang perlu dibenahi untuk mendukung dan 
memperkuat diplomasi poros maritim Indonesia kancah internasional. 
Aktor internasional yang lebih beragam di dalam negeri yang perlu 
dilibatkan sebagai bagian dari strategi kreatif dalam menghadapi 
kompleksitas hubungan antarnegara untuk mewujudkan tujuan 
tersebut.

 Investasi dalam perekonomian Indonesia tidak dapat di-
lepaskan dari ketersediaan infrastruktur transportasi. Jaringan 
transportasi diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat 
perekonomian, baik yang berfungsi sebagai pusat produksi 
maupun distribusi. Potensi komoditas berupa sumber daya alam 
memerlukan sarana dan prasarana transportasi agar dapat diolah dan 

Prolog
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didistribusikan lebih lanjut ke pasar atau pun konsumen. Indonesia 
sebagai negara kepulauan membutuhkan konektivitas, keterhubungan 
antarpulau, di dalam pulau ataupun yang sifatnya keterhubungan 
internasional. Di dalam pulau pun, konektivitas diperlukan antar-kota, 
kota-desa atau pun antar-desa. Sifat transportasi yang bertumpu pada 
sistem jaringan (network system) akan tidak efektif dan efisien apabila 
dibatasi oleh administratif kepemerintahan. Ditambah dengan karakter 
skala ekonomi (economics of scale) dan skala cakupan geografis yang 
bercirikan ruang, maka pergerakan barang dan penumpang yang 
efisien haruslah sedapat mungkin berkelanjutan.

 Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di antara 2 
samudra yang merupakan rute pelayaran kapal-kapal internasional. 
Oleh karena itu, seharusnya Indonesia memiliki kemudahan dalam 
mengekspor produk-produknya serta mampu menyediakan jasa 
angkut dan pelabuhan bagi kapal-kapal yang melewati perairan 
Indonesia. Dengan keuntungan itu, Indonesia perlu membangun 
pelabuhan baik dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. 
Pelabuhan-pelabuhan tersebut harus memenuhi standard pelabuhan 
yang akan menjadi tempat bersandar kapal-kapal internasional. 

 Tol laut memiliki tujuan menghubungkan pelabuhan-
pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan 
antara pelabuhan laut ini, pengangkutan logistik, kelancaran 
distribusi barang dan mobilitas manusia hingga ke pelosok dapat 
berjalan efektif dan efisien. Tentunya tidak sekadar distribusi serta 
mobilitas barang dan manusia, yang pasti dampak ekonomi sebagai 
bagian dari percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan 
antar-kawasan yang menjadi alasan pemerintah dalam merumuskan 
kebijakan tol laut. Selain itu, pemetaan strategis antar-wilayah dan 
efektivitas pendekatan antar-wilayah/kawasan menjadi pertimbangan 
strategis menempatkan dan menentukan jalur tol laut yang menjadi 
konsep poros maritim. 

Humphrey Wangke
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 Dilihat dari sisi keamanan, beberapa tahun terakhir tercatat 
peningkatan serangan perompakan terhadap kapal-kapal niaga di 
sekitar Kawasan Timur Indonesia (KTI). Biro Maritim Internasional 
menyatakan bahwa serangan bajak laut terhadap kapal di dunia 
berada pada titik terendah, tetapi tidak demikian dengan perairan 
di Laut Sulu-Sulawesi. Kawasan yang mencakup perairan sekitar 
Indonesia, di bagian timur Sabah, Malaysia dan Filipina menjadi 
kawasan yang mengkhawatirkan. Meskipun sering dikaitkan dengan 
kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di bagian selatan 
Filipina, serangan-serangan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok 
kriminal biasa, dengan modus operandi yang terus berkembang.

 Merespons kondisi tersebut, Indonesia dan negara-negara di 
sekitar kawasan rawan pun mulai membangun kerjasama. Namun, 
dengan meningkatnya pelayaran ekspor/impor di KTI, menimbulkan 
pertanyaan apakah kerja sama tersebut memadai untuk menjamin 
keamanan pelayaran di masa depan. Kajian ini mencoba untuk 
menggambarkan bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia 
untuk menciptakan keamanan jalur pelayaran di sekitar KTI Indonesia 
dari ancaman perompak.

 Artikel 101 UNCLOS menjelaskan bahwa maritime piracy 
mencakup tindakan perampasan, pembajakan, dan penyanderaan 
suatu kapal di perairan internasional. Konsekuensinya, untuk 
memerangi ancaman perompakan harus dihadapi secara bersama-
sama antara negara-negara yang berbatasan dengan perairan 
internasional yang dianggap rawan.

 Ancaman perompakan secara tidak langsung memperbesar 
biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pelayaran, misalnya beban 
biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan karena harus berlayar, 
dalam kecepatan tinggi di daerah yang rawan, beban biaya untuk 
menyewa pengawalan bersenjata dan perlengkapan keamanannya, 
beban biaya asuransi, dan sebagainya. Ancaman perompakan di sekitar 

Prolog
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KTI jika tidak dikelola dengan baik akan melumpuhkan perdagangan di 
kawasan itu, dan mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan 
konektivitas KTI dengan jalur pelayaran global.

 Kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggota ASEAN 
tidak dapat dipisahkan dari lautan. Sebagian besar negara anggota 
ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar, merupakan 
negara pantai yang sangat berkepentingan dengan keamanan navigasi 
dan komunikasi di perairan kawasan. Indonesia selalu menempatkan 
ASEAN sebagai kerangka utama kerja sama multilateral dalam 
menghadapi ancaman perompakan. Namun, pada kenyataannya, 
belum pernah operasi di lapangan yang melibatkan kekuatan maritim 
negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan. ASEAN tidak 
memiliki mekanisme yang memadai untuk menanggulangi persoalan 
perompakan di perairan kawasan.

 Serangan perompak yang meningkat di perairan Laut Sulu 
sejak tahun 2015, telah mendorong Filipina, Malaysia, dan Indonesia 
untuk bekerja sama menekan jumlah serangan dengan pembentukan 
patroli bersama. Terbentuknya joint patrol secara trilateral dengan 
Filipina dan Malaysia merupakan upaya diplomasi maritim Indonesia 
yang paling signifikan dalam memberantas perompakan di laut. 
Namun, kerja sama ini masih bersifat reaktif. Patroli laut bersama yang 
disepakati oleh ketiga negara hanyalah penyelesaian yang sifatnya 
sementara.

 Melalui diplomasi maritim, Indonesia perlu mendorong 
seluruh negara anggota ASEAN untuk melihat ancaman perompakan 
di laut sebagai masalah bersama yang membutuhkan kerja sama 
nyata di lapangan. Sementara ancaman perompakan di Laut Sulu 
menimbulkan dampak langsung bagi ketiga negara yang berbatasan, 
Indonesia perlu mengajak kedua negara untuk menyusun formulasi 
penyelesaian jangka panjang.

Humphrey Wangke
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 Selain mendorong kerja sama lebih erat melalui kerangka 
ASEAN dan kerja sama trilateral, Indonesia juga perlu mengupayakan 
pengembangan bentuk kerja sama yang multilateral yang lebih luas 
dan juga kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan 
langsung terhadap keamanan jalur pelayaran internasional di KTI, 
seperti Australia, Tiongkok, dan Jepang.

Prolog
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EPILOG

Humphrey Wangke

 Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebuah 
kebijakan yang dikenal sebagai Poros Maritim Dunia. Dasar kebijakan 
tersebut adalah posisi geostrategis Indonesia di persimpangan jalur 
perdagangan dunia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, 
antara Asia Barat dengan Asia Timur. Selat Malaka, yang membentang 
antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan merupakan jalur utama 
perdagangan dari dan ke Asia. Berfungsi sebagai rute utama pasokan 
komoditas minyak ke Asia, khususnya ke Asia Timur, rute ini menjadi 
penting karena merupakan rute laut terpendek antara pemasok Afrika 
dan Teluk Persia dan pasar Asia. Posisi geostrategis Indonesia tersebut 
membuka peluang Indonesia menjadi negara hub dan kawasan jasa 
kelautan yang berpengaruh dalam perdagangan dunia. Kebijakan 
ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan membawa 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 Doktrin poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo 
yang fokus pada perdagangan, maritim, infrastruktur, dan keamanan 
Indonesia, adalah untuk memperluas kekuatan maritim Indonesia. 
Doktrin ini berpendapat bahwa Indonesia adalah poros laut antara 
kekuatan Samudra Hindia (yaitu, India) dan kekuatan Pasifik seperti 
Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua samudra harus menjadi wilayah 
damai dan kawasan perdagangan bebas, serta akan membantu 
melindungi sumber daya alam lautan. Doktrin Presiden Joko Widodo 
ini mempunyai komitmen untuk secara permanen memperluas aset-
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aset angkatan lautnya, untuk menjamin kebebasan navigasi dan 
perdagangan di lautan.

 Untuk pembentukan poros maritim, Presiden Joko Widodo akan 
meningkatkan secara signifikan jumlah pelabuhan dan infrastruktur 
pelayaran lainnya sehingga Indonesia akan terintegrasi dalam 
perdagangan dengan kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Tantangan 
yang dihadapi Indonesia adalah biaya pengelolaan pelabuhan dan 
pengiriman barang yang masih lebih tinggi dari standar regional. 
Secara teoretis, doktrin Presiden Joko Widodo terdengar praktis 
dan bijaksana untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang lebih 
konkret, namun sebenarnya menghadapi rintangan yang signifikan 
dalam praktiknya. 

 Dengan doktrin poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo 
ingin memusatkan semua kegiatan pemerintahannya di bawah 
platform transformatif itu agar Indonesia menjadi jembatan 
penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik (Indo-Pasifik) serta 
menjadikan Indonesia sebagai negara tangguh berkat kesejahteraan 
rakyatnya yang meningkat. Ini berarti Indonesia harus bersaing 
dengan Singapura yang selama ini berperan sebagai penghubung jalur 
perdagangan, transportasi dan telekomunikasi. 

 Samudra Hindia merupakan salah satu kawasan bisnis 
terpenting di dunia, terutama untuk bisnis kemaritiman. Untuk sektor 
kepelabuhan misalnya, kawasan itu menjadi rumah bagi berbagai 
pelabuhan besar seperti Laem Chabang dan Tanjung Pelepas di 
Singapura, Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan Mumbai di 
India. Indonesia melihat Samudra Hindia sebagai kawasan masa 
depan karena sekitar 21 negara dengan 2,7 miliar penduduk berada 
didalamnya, disamping itu separuh dari negara-negara anggota G-20 
berlokasi di kawasan ini. Sementara itu Laut Tiongkok Selatan yang 
berada di kawasan Samudra Pasifik mempunyai posisi yang tidak kalah 
strategisnya bagi Indonesia karena komoditas senilai 3 triliun dolar AS 
melewati kawasan itu setiap tahun. Namun, dari sisi keamanan, Laut 
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Tiongkok Selatan tergolong tidak aman karena potensi konflik antar-
negara yang selalu mengancam akibat konflik kedaulatan terutama 
dari Tiongkok dengan konsep One Belt One Road (OBOR). Sedangkan 
di Samudra Hindia ancaman keamanan lebih banyak datang dari aksi-
aksi perompakan dan terorisme. 

 Dalam perdagangan luar negeri, pengiriman barang ekspor 
maupun masuknya barang impor sebagian besar dilakukan melalui 
pelabuhan laut. Hal ini dikarenakan perbatasan negara kita dengan 
negara lainnya sebagian besar dibatasi dengan lautan kecuali dengan 
Malaysia Timur, Brunei Darussalam dan Papua Nugini. Sekalipun 
sebagian besar hasil ekspor maupun barang impor dikirim atau 
diterima melalui pelabuhan-pelabuhan laut, tapi tidak seluruh 
pelabuhan laut dapat dijadikan pelabuhan ekspor maupun pelabuhan 
impor. Hal ini disebabkan karena tidak semua pelabuhan diperlengkapi 
dengan peralatan untuk mengirim barang ekspor maupun menerima 
barang impor. Tidak semua pelabuhan di Indonesia di singgahi oleh 
maskapai pelayaran samudra internasional dan pada umumnya 
maskapai pelayaran samudra internasional hanya memuat dan 
membongkar barang pada pelabuhan ekpor utama (basic ports/main 
ports). 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga 
wilayahnya merupakan lautan. Kondisi geografis ini menuntut 
Indonesia untuk memiliki konektivitas laut yang handal yang mampu 
menghubungkan titik-titik penting dari Sabang sampai Merauke, 
bahkan menghubungkan dengan jalur pelayaran internasional. 
Rendahnya tingkat konektivitas dan sistem logistik telah menjadi 
factor penghambat pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan 
upaya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di 
Indonesia. Menyadari kondisi ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
melakukan sejumlah percepatan pembangunan dengan meningkatkan 
konektivitas maritim Indonesia dan membenahi sistem logistik 
nasional.
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 Dengan posisi Indonesia yang strategis, memiliki alur laut 
kepulauan yang dilalui 45% dari total perdagangan dunia, pembangunan 
konektivitas maritim semestinya tidak hanya bermanfaat bagi 
perpindahan barang domestik, tetapi juga membuka peluang untuk 
memperoleh manfaat dari aktivitas pelayaran niaga global yang 
melewati wilayah perairan Indonesia. Penguatan konektivitas nasional 
sangat penting untuk dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan 
dari posisi Indonesia dilihat dari keterhubungan secara regional dan 
global.

 Pengembangan konektivitas maritim selama ini terpusat 
di Kawasan Barat Indonesia. Sedangkan untuk Kawasan Timur 
Indonesia, yang mencakup 50% wilayah Indonesia, masih sangat 
tertinggal. Aktivitas ekspor dan impor dari KTI selama ini masih harus 
melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa, terutama pelabuhan di 
Surabaya, Semarang, atau Jakarta. Pertumbuhan ekonomi KTI tidak 
diikuti dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai. 
Untuk jangka waktu yang cukup lama, hampir seluruh pelabuhan 
umum di KTI berstatus dalam negeri sehingga tidak ada pelabuhan 
umum yang mampu melayani ekspor atau impor secara langsung. 
Ini merupakan konsekuensi arah pembangunan yang selama ini 
berorientasi Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi. Salah satu 
upaya penting pemerintah untuk meningkatkan konektivitas maritim 
dan memacu pertumbuhan KTI adalah dengen menetapkan Pelabuhan 
Bitung, Sulawesi Utara sebagai salah satu pelabuhan hub internasional 
Indonesia.

 Sementara Pelabuhan Bitung masih dalam proses 
pembangunan, yang ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun 
2020, Pemerintah melakukan revitalisasi sejumlah pelabuhan utama 
di KTI. Beberapa pelabuhan utama di KTI kini sudah mampu melayani 
pelayaran ekspor dan impor. Di antaranya pelabuhan Makassar yang 
memulai direct call sejak tahun 2016. Pelabuhan Pantoloan, Palu, 
Sulawesi Tengah juga telah melakukan ekspor langsung ke Thailand, 
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yang sebelumnya harus melalui pelabuhan Surabaya atau pelabuhan 
Semarang.

 Meningkatnya kegiatan ekspor dan impor langsung di KTI 
diikuti dengan meningkatnya kehadiran kapal-kapal niaga asing, 
sebagai konsekuensi keterbatasan kemampuan industri pelayaran 
nasional untuk melayani kegiatan ekspor/impor langsung. Kehadiran 
kapal asing akan terus meningkat terlebih setelah Pelabuhan Bitung 
sudah siap beroperasi sebagai Pelabuhan Hub Internasional.

 Pemerintah Indonesia masih terus memacu pembangunan 
konektvitas nasional. Hasil dari upaya ini sudah mulai tampak dari 
meningkatnya indeks konektivitas global Indonesia. Sementara 
keberhasilan menjadi bagian dari jalur logistik global akan 
tergantung pada konsistensi dan kesungguhan pemerintah dalam 
meningkatkan konektivitas maritim Indonesia, masih ada persoalan 
lain yang berpotensi menjadi penghambat di masa depan, yaitu terkait 
kemampuan Indonesia memberi jaminan keamanan jalur pelayaran di 
sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar KTI.

 Perairan Asia Tenggara memiliki peran penting bagi 
perdagangan internasional. Terdapat empat choke point jalur pelayaran 
utama di Asia Tenggara, yaitu Selat Malaka, Selat Singapura, Selat 
Sunda dan Selat Lombok. Sepertiga pengiriman barang menggunakan 
kapal laut melalui perairan Asia Tenggara. Perairan yang strategis 
ini menarik bagi pelaku aksi-aksi kejahatan di laut, termasuk para 
perompak. Kawasan ini masih tercatat sebagai jalur pelayaran yang 
rawan serangan perompakan. Diperkirakan 65% serangan perompak 
di awal abad 21 terjadi di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, 
wilayah perairan di Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulu 
menjadi wilayah yang mengalami kerentanan serangan perompak 
bersenjata, di mana ketiga wilayah perairan tersebut berbatasan 
dengan wilayah perairan Indonesia.

 Setelah tiga tahun berjalan, pembangunan infrastruktur 
pelayaran, terutama melalui tol laut, sudah memperlihatkan sedikit 
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kemajuan diperoleh masyarakat dari program, seperti tidak ada lagi 
perbedaan harga di Papua dengan yang terdapat di Jawa, adanya 
peningkatan kontribusi di sektor kelautan dari 18,6 persen menjadi 
22 persen. Keberhasilan program ini meskipun tidak terlalu signifikan 
namun telah memberi peluang kepada Indonesia untuk meningkatkan 
perdagangan luar negeri dan memperkuat konektivitas dengan negara-
negara ASEAN. Melalui tol laut ini, Indonesia dapat mengefisienkan 
jalur perdagangan luar negeri ke negara-negara ASEAN serta 
memperlancar konektivitas dengan negara-negara ASEAN.
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